PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 36\ TAHUN 2014

TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA HASIL PENJUALAN
JASA EDUCATION HOTEL SMKN 23 PAMEKASAN

a bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan vocasional

perhotelan di SMKN 3 Pamekasan, telah didirikan Education
Hotel dengan menerapkan manajemen perhotelan sebagaimana
yang dipraktekkan dalam dunia usaha;
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b. bahwa Education Hotei dapai meiyjual jasa kcpada pihak ketiga
yang hasilnya dipergunakan untuk membiayai operasionalisasi
dan pengembangan usaha_,

,,,,,, ebagaimana dimaksud dalam
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huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan dan Pemanfaaian Dana Hasil Penjualan Jasa
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Education Hotcl SMKN 3 Pamekasan;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaar

Negar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Noinor 4355j;

b

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmerintahan
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indoncsia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-
Jndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
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5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200 tentang Sistem
Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Repul m«: Indonesia Tahun

2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembeniukan
Daratiirnn unv“l 13 gle¥: .-T\G-l_)‘ndﬁﬂ_ﬂ'nn ”,("mbaran Neoara Rep]_lbll.k

i vicieea all D T

indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
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Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4864);

.\J

8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubal lua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

MEMUTUSKAN :

ERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN FEMANFAATAN
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‘DANA HASIL PENJUALAN JASA EDUCATION HOTEL SMKN 3

PAMEKASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dinas Pendidikan a
Pamekasan.
5. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala SMKN 3 Pamekasan.

6. Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan
termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.

7. Education Hotel yang selanjutnya disingkat Edotel adalah unit
usaha penunjang pendidikan vocasional yang bergerak di bidang

1. R EYr

jasa perhoteian milik SMKN 3 Panekasarn.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD

adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi
Bendahara Umum Daerah.

10. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat
rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan

SKPD selSagal dasar penyusunan APBD/ Perubahan APBD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA

g 4= 9595

adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna

dangearaill.
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Dmnhgt Penatauisahaan k’pnnpngn yang selanjutnya d.umgkat PPK
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adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
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Bendahara adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk
melaksanakan fungsi menerima, mcnyimnan membayarkan,

.
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana hasil

penjualan jasa Edotel di SMKN 3 Pamekasan.
Atasan Langsung Bendahara adalah Kepala Satuan Pendidikan.

BAB II
PENGANGGARAN

Pasal 2

Kepala Satuan Pendidikan menyusun rencana pendapatan dan
belanja dana hasil penjualan jasa Edotel, untuk selanjutnya
disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan menyusun
i\.KiA.\-

Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-
lain Pendapatan Asli Daerah, objek dana jasa perhotelan, rincian
obhjek Edotel.

Rencana belanja sebagaimana imaksud pada ayat (2)

1
dlanggarkan dalam kelompok belanja langsung dan diuraikan ke

ucud.ﬂl Jcru objek dan rincian objek belanja sesuai dengan kode
sNna

-

RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai
bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

-

Contoch Format RKA schbagaimana tcrcantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB III

Dol 2
radsai o

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Kepala Dinas
Pendidikan menyusun DPA.

Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana hasil
penjualan jasa Edotel, Bupati mengangkat Bendahara dan Atasan
Langsung Bendahara, serta menetapkan rekening Bank setiap
tahun anggaran berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan
melalui PPKD dengan Keputusan Bupati.

Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
bagian dari rekening BUD.

uasxcu 4 w4 l

Contoh Format DPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

Ay i
~le bonaana

vang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pcrat
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Bendahara mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas
umum dan menyampaikan setiap bulan kepada Kepala Satuan
Pendidikan dengan melampirkan bukti yang sah paling lambat
tanggal 5 bulan berikutnya untuk mendapatkan pengesahan.

1- lraaa o 11
Berdasarkan buku kas c\,uagauuana dimaksud uaua ayat {j.;,

Bendahara menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja.

Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara mengajukan
Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belama kepadﬂ
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mela

Dinas Pendidikan dengan melamplrkan :

a. surat pernyataan tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan;
dan

b. fotokopi saldo rekening Bank dengan posisi tanggal pelaporan.

PPK melakukan verifikasi terhadap berkas Surat Permintaan

Pengesahan Pendapatan dan Belanja, untuk selanjutnya

A

ibuatkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja

Kepala Dinas Pendidikan mengirimkan Surat Pengesahan
Pendapatan dan Belanja kepada PPKD untuk dibukukan.

Contoh Format Buku Kas, laporan realisasi pendapatan dan
belanja, surat pernyataan tanggung jawab, Surat Permintaan
Pengesahan Pendapatan dan Belanja, dan Surat Pengesahan
Pendapatan dan Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran
IIl sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAR IV
TARIF JASA EDOTEL
Pasal 5
Objek jasa Edotel adalah pelayanan yang disediakan berupa
kamar dan jasa penunj g yang sifatnya memberikan kemudahan

ik
dan kenvaman

Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
fasilitas telenon, faksimile, telex, internet, foto copy, pp]gynnar\
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pencuc1an, seterika, transportasi, dan fasilitas lainnya yang
dikclola oleh Edotcel.
al &

s
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Tarif jasa Edotel ditetapkan sebagai berikut :
executive room, sehesar Rp. 375.000,00;

a.
b. superior suite room, sebesar Rp. 275.000,00;
c. junior suite room, sebesar  Rp. 200.000,00;
d. standart room, sebesar Rp. 160.000,00;
e. economy room, sebesar Rp. 100.000,00.

Tarif jasa Edotel dapat dinaikkan sesuai dengan tarif hotel yang
berlaku secara umum di daerah.
Perubahan tarif jasa Edotel ebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Keputusan Bu pati.



Pasal 7

(1) Dana yang diperoleh dari hasil penjualan jasa Edotel dapat
digunakan langsung untuk membiayai belanja pegawai serta
belanja barang dan jasa dalam rangka penyediaan pelayanan
Edotel, dengan mengacu pada DPA.

(2) Edotel dapat membiayai belanja investasi atau belanja modal dari
surplus kas atau dari sumber pendapatan non operasional lainnya
yang sah.

(3) Hasil dari belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dicatat sebagai asset daerah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas
Pendidikan.

BABV
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8

(1) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab secara formal dan
materiil atas pendapatan dan belanja dana hasil penjualan jasa
Edotel.

(2) Berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja, Kepala
Dinas Pendidikan menyusun laporan realisasi pendapatan dan
belanja yang bersumber dari dana hasil penjualan jasa Edotel,
untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 9

(1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Satuan Pendidikan
melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan
dana hasil penjualan jasa Edotel oleh Bendahara.

(2) Aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah melaksanakan
pengawasan secara fungsional terhadap pengelolaan dan
pemanfataan dana hasil penjualan jasa Edotel.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 september 2014

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII
Diundangkan di Pamekasan

pada tanggal 12 Céptonber 2014
SEKRETARIS DAERAH

KABUP@PAMEKASAN,
AL Wil

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2014 NOMOR 364



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PAMEKASA
NOMOR : 36A TAHUI 2014
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DANA HASIL PENJUALAN JASA

EDUCATION HOTEL SMKN 3
PAMEKASAN

CONTOH FORMAT

RENCANA KERJA ANGGARAN

AN

&)

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

DITIMTIMANTA

RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD)

'nanid

Urusan D &+ ST
eri h
Pemerintahan ¢ X XX.XX ....... e eeiierieeiieanaan cevens
Organisasi
Pengguna
Anggaran
2. Nama et reere e et et e
c. Jabatan
Kode Nama Formulir
THiemmtmtn A amowoemsemen Do A e O e Dawrnselrat Nasral
Ninciali Aanggairail rciia atan Satuan Acrja rerarngratl wacran
RKA-SKPD 1 g8 P &
Thewn a1 A am ceren w DAalasia T Avvvan ~ qery 14 Dee ey ey Dpsen
Aificlan Anggarain uclau a Langsurng mcnurutc rrograin d 1 1CYT
RKA-SKPD 2.2.1 | . o0¢ iggaran beiar 1gSUNE Mme gr
Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daeran
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A. FORMULIR RKA-SKPD 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

KABUPATEN

TAHUN ANGGARAN .........

Urusan Pemerintahan : X. XX.  ccovverviiirenanenn.

Organisasi DU+ b o SRR
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Uraian : Tarif Jumlah
. ari
Rekening volume | satuan / (Rp)
Harga
1 2 3 4 S 6=(3x95)
T T T
XX Pendapatan
XX | XX PAD
XX | XX | XX Lain-Lain PAD yang Sah
X|X|X[XX Pengelolaan Edotel
XXX | xx[Xx
w A td r wrxr VV
N P Y PPV, SV s Vs N
X | x| X |xx|XxX
X | x| x|xx|Xx
X | x| X |xx|Xx
x| x| x |xxIXx
X | X | X |xx{Xx
Jumiah
Pamekasan, tanggal...........
Kepala Dinas Pendidikan
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan:
1.
m
L.
Dst
- Tim Anggaran Pemerintah Daerah: o
No Nama NIP Jabhatan Tandatangan
1
2
Dst
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Cara Pengisian Formulir RKA-SKPD 1

Formulir RKA-SKP

hasil penjualan jasa
direncanakan. Ole

. .
jenis, obyek, dan

w)

1 sebagai formulir untuk menyusun rencana pendapatan dana
hotel pada SKPD Dinas Pendidikan dalam tahun anggaran yang
karena itu, nomor kode rekening dan uraian nama kelompok,
jenis dan rincian cobyek pendapatan yang dicantumkan dalam formulir RKA-
SKPD 1 disesuaikan dengan pendapatan yang bersumber dari dana hasil penjualan
jasa hotel sebagaimana ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Diisi dengan nama kabupaten.

Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama

urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi SKPD.
Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama SKPD.

b TEEEED

5. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, kelompok, jenis, objek,

rincian objek pendapatan SKPD.

Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, obyek dan

rincian obyek Pendapatan.

Kolom 3 {volume) diisi denga

bersumber dari jasa hotel.

8. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyek yang
direncananakan.

9. Kolom 5 {tarif/harga) diisi dengan besaran satuan tarif jas

=
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1 juinlah target dari rincian obyek pendapatan yang

~

o

a
10. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang direncanakan menurut
kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan.
Jumlah pendapatan dari setiap rincian obyek yang dianggarkan merupakan hasil

5 L 0}

perkalian kolom 3 dengan kolom 5.

11. Formulir RKA- KPD 1 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA-
SKPD.

12. Nama kabupaten, tanggal, bulan, dan tahun diisi berdasarkan pembuatan

13. Formulir RKA-SKPD 1 ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan
nama lengkap dan nomor induk pegawai.

Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA-SKPD 1 oleh tim
anggaran pemerintah daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan
oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala
SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan.

15. Seluruh anggota tim anggaran pemeintah daerah menandatangani formulir RKA-

SKPD 1 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.

16. Formulir RKA-SKPD 1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

17. Apabila formulir RKA-SKPD 1 lebih dari satu halaman, maka pada halaman-
halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian anggaran pendapatan satuan
kerja perangkat daerah serta pengisian nama ibukota, bulan, tahun, nama

jabatan, tandatangan Kepala SKPD ditempatkan pada halaman terakhir dan

setiap halaman diberi nomor urut halaman.

ot
-+
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B. FORMULIR RKA-SKPD 2.2.1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGHKAT DAERAH Formulir
KABUPATEN PAMEKASAN RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN ..........

Urusan

Pemerintahan Xo XXo  eeeererreeneineiee,

Organisasi X XE. XK. eveesseseecsnecniniens

Program X, XK. XK. XX evvevenenennsncncnns

Kegiatan DX, XX, XX, XX XX, i

Lokasi kegiatan L e ereieieneiaaeas

Jumlah Tahun n-1 (Rp ....cccoviennenns P PP PPTTR j

Jumlah Tahun n CRP e, {....... feeeereenrnrerarras eerneenees teerreeerensnstaerarssrrans )

Jumlah Tahun n+1 :Rp.......... eeernns (e e eeanns Ceeervesrernerernernareesessnen )

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

(Capaian Program

Masukan

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan : ...............

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rincian Penghitungan Jumlah
Rekening Uralan volume | Satuan Harga (Rp)
satuan
1 2 3 4 5 6=(3 x 5)
Xx X ixxixx
Xix 1 Xixxiyx
Xix | X [xxxx
Jumlah

Kepala Dinas Pendidikan
(tanda tangan)

{nama lengkap)
NIP.

Keterangan

Tanggal Pembahasan :
atatan Hasil Pembahasan : ]
1
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
l — -
2
Dst




Cara Pengisian Formulir RKA-SKPD 2.2.1

Formulir RKA-SKPD 2.2.1 digunakan untuk merencanakan belanja Langsung dari
setiap kegiatan yang diprogramkan. Dengan demikian apabila dalam 1 (satu) program
terdapat 1 (satu) atau lebih kegiatan, maka setiap kegiatan dituangkan dalam formulir
RKA-SKPD 2.2.1 masing-masing. Untuk memenuhi azas tranparansi dan prinsip
anggaran berdasarkan prestasi kerja, pengisian rincian penghitungan tidak
diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket, pm,
up, atau lumpsum.

1.
2.
3.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Diisi dengan nama kabupaten.

Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama
urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi SKPD.

Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja
perangkat daerah.

Baris kolom program diisi dengan nomor kode program dan nama program dari
kegiatan yang berkenaan. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai sasaran
dan tujuan kegiatan yang ditetapkan untuk memperoleh alokasi anggaran.

Baris kolom kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan dan nama kegiatan yang
akan dilaksanakan.

Kegiatan merupakan tindakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan program
yang direncanakan untuk memperoleh keluaran atau hasil tertentu yang
diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama lokasi atau tempat dari setiap

kegiatan yang akan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa
nama desa/kelurahan, kecamatan.

Baris kolom Jumlah Tahun n-1 diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan

berkenaan untuk 1 (satu) tahun sebelumnya.

Baris kolom Jumlah Tahun n diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan

berkenaan pada tahun yang direncanakan.

Baris kolom Jumlah Tahun n+1 diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan

berkenaan untuk tahun berikutnya.

Indikator dan tolok ukur kinerja belanja langsung:

Kelompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan terhadap karakteristik

kelompok sasaran.

Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, kelompok, jenis, objek,

rincian objek belanja Langsung .

Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, obyek dan

rincian obyek belanja Langsung.

Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah orang/

pegawai dan barang.

Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyek yang

direncananakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat,

ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.

Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga,

tingkat suku bunga, nilai kurs.



18.

19.

20.
21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah volume dengan
harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian obyek dijumlahkan menjadi jumlah
rincian obyek belanja. Setiap jumlah rincian obyek pada masing-masing obyek
belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi obyek belanja berkenaan. Setiap obyek
belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi
jumlah jenis belanja. Penjumlahan dari seluruh jenis belanja merupakan jumlah
kelompok belanja Langsung yang dituangkan dalam formulir RKA - SKPD 2.2.
Baris jumlah pada kolom 7 merupakan penjumlahan dari seluruh jenis belanja
Langsung yang tercantum dalam kolom 7.

Formulir RKA-SKPD 2.2.1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

Apabila Formulir RKA-SKPD 2.2.1 lebih dari 1 (satu) halaman, maka pada
halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian belanja langsung program per
kegiatan satuan kerja perangkat daerah dan setiap halaman diberi nomor urut
halaman.

Tanggal, bulan, dan tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA-SKPD 2.2.1.
Formulir RKA-SKPD 2.2.1 ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan
mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan.

Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA-SKPD 2.2.1 oleh Tim
Anggaran Pemerintah Daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan
oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala
SKPD, dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan.

Seluruh anggota tim anggaran pemeintah daerah menandatangani formulir RKA-
SKPD 2.2.1 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.
Apabila formulir RKA-SKPD 2.2.1 lebih dari 1 (satu) halaman, maka tanggal,
bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama lengkap Kepala
SKPD, serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan, nama,
NIP, Jabatan dan tanda tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditempatkan
pada halaman terakhir.

Selanjutnya, setiap lembar RKA- KPD 2.2.1 yang telah dibahas diparaf oleh
setiap anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Formulir RKA- KPD 2.2.1 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA-
SKPD dan RKA-SKPD 2.2.

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII



LAMPIRAN IT PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

A/ANLN L /AN ALY RPN/

NOMOR 38A AN 2014

TENTANG

DENI"DI NT A "N DA 1N DIERAMANDTAATAN

AP LS FIEVEY A /AVELALNDL 3 L 3L

DANA HASIL PENJUALAN JASA

EDU\, Ti ON HOTEL SMKN 3

CONTOH FORMAT
DPA-DINAS PENDIDIKAN

/@\

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGG! N
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)

A mway v AW A wY

Pemermtahan XXX KX crovnernranennnensensnseinennensenns
Organisasi . s
Pengguna
Anggaran s
. Nama ORI
boNIP e
c. Jabatan
Kode Nama Formulir
DPA.SKPD 1 52;(;1:}1‘1 Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat
1

DPA-SKPD 2.2.1 P e




C. FORMULIR DEA-SKPD 1
- - - W A WS A MY A AWNP & NESy SN a mY NOM R DPA-
DORUMEN PELAKSANAAN ANGGARANR S?“‘D
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
xrx xx | 00|00 4
_ DPA-SKPD 1
KABUPATEN PAMEKASAN
AHUN ANGGARAN .........
Urusan Pemerintahan: X. XX.  ...cocvevervnininnnn.
P YOP . v v s
Ui gallidasi e Ao BB AAisiesesvessssvsrsrsens
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
IT: e b
Rincian Penghitungan
Kode ) & £ Jumlah
. Uraian Tarif/ _
Rekening volume | satuan . (Rp)
g Harga
1 2 3 4 5 6=(3x95)
XX Pendapatan
XX|XX PAD
XX |XX|XX Lain-Lain PAD yang Sah
X|X|X (XX Pengelolaan Edotel
X | X | X [XX|XX
X|X| X |XXXX
XXX XX
X | X | X |XxX|xx
{
X X |XX[XX
Jumiah
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan | Rp. Pamekasan, tanggal...........
TriwulanII  Rp.
Triwulan III Rp,
Triwulan IV Rp. Kepala Dinas Pendidikan
Jumlah Rp.




w

Cara Pengisian Formulir DPA-SKPD 1
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ok et
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oy
b

Nomor DPA-SKPD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan, nomor kode
organisasi SKPD, nomor kode program diisi dengan kode 00 dan nomor kode
kegiatan diisi dengan kode 00 serta nomor kode anggaran pendapatan diisi
dengan kode 1.

Diisi dengan naina kabupaten.

Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
Truean Pemerintahan diisi praan nomor kode urusan nemenntahap dan nama

Ak a Ax sasraadisa

urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi SKPD.

Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja
perangkat daerah.

Kolom 1 {kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, kelompok, jenis, objek,

Anrd Seaass

rincian objek pendapatan satuan kerja perangkat daerah.
Kolom 2 ({uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, obyek dan

rincian obyek Pendapatan.

Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah target dari rincian obyek pendapatan yang
bersumber dari jasa hotel, yang didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar.

Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyek yang
direncananakan.

Kolom 5 {tarif/ harga) diisi dengan besarnya satuan dana jasa hotel
Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang direncanakan menurut
kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan. Jumlah pendapatan dari

setiap rincian obyek yang dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 3
dengan kolom 5.

Formulir DPA-SKPD 1 merupakan input data untuk menyusun formulir DPA -
SKPD.

Tanggal, bulan, dan tahun diisi da \
dengan mencantumkan nama jabatan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah.

Rencana pendapatan setiap triwulan selama setahun anggaran yang
direncanakan, tidak perlu diisi mengingat dana jasa hotel diterima setiap bulan
dan digunakan langsung.

Formulir DPA-SKPD 1 ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai.
Formulir DPA-SKPD 1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

Apabila formulir DPA-SKPD 1 lebih dari 1 (satu) halaman, maka diberi nomor

.
|2 nt S aa) A _
i berdasarkan pembuatan formulir DPA-SKPD 1,

ST TS PR,
it nasamai.



Y

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN o
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
XXX XX XX XX/ 5 | 2| DPA-SKPD
KABUPATEN PAMEKASAN 2.2.1.
TAHUN ANGGARAN .........
Urusan -
Pemerintahan Xe XXe e,
Organisasi Xo XXo XXe dieieineniniieaena.
Progran DX XK XX XK eviieiiiiiinenineaans
Kegiatan DX XX XX XK XX e
Lokasi kegiatan S eeieetererieetieenens.
Jumlah Tahun n-1 :Rp ........c......... (e e Ceerieiiiiiiiieiesirreaaes )
Jumlah Tahunn :Rp.................. T )
Jumlah Tahun n+l (Rp ....ccovennnnn.. (et e emeeenteesttetreeneuaaernasenstaanansereaenenatarasnararnaaanss )
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja @ |  Target Kinerja
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil

ALL AIEA S WAL 2

Kelompeok Sasaran Kegiatan : .

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Uraian Rincian réngniﬁlﬁg':ﬁ Jumlah
Rekening volume | satuan s‘;f"‘_‘é’j (Rp)
[® - 9T)
1 . 2 3 4 5 6=(3 x 5)
X x| X ixxixx
X | x| X [xtxot
Xix I XiIxxxx
Jumlah
Triwulan I Rp. Pamekasan, tanggal...........

Triwulanll Rp.
Triwulan Il Rp,
Triwulan IV Rp.

Jumlah Rp.

{tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.




WP

_Cﬂ

.\J

o

13.

fu—y
£

[y
u

Pk pand
N O

18.

190.
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Nomor DPA-SKPD 2.2.1 diisi dengan kode Urusan Pemerintahan, nomor kode
organisasi, nomor kode program diisi dengan program dan nomor kode kegiatan
diisi dengan kode kegiatan, nomor kode anggaran belanja diisi dengan kode 5
serta nomor kode kelompok belanja langsung diisi dengan kode 2.

LEL AaALAV2 SAVRAN SR lal e vae mwaliag SR D miaa

MNiiai Aav\nnvi mamn Lrahismntan
1711D1 u\./.l‘lsal i1icirtica nauupal—\/llo

Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama
urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan
fi Jnggi SKPD.

S1 OAF
Organisast dis: aéngan nomor Koaf per ungkau daerah dan nama satuan Kerija

perangkat daerah.
Baris kolom program diisi dengan nomor kode program dan nama program dari

sz~ 1

kegiatan yang berkenaan. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai sasaran

dan tujuan kegiatan yang ditetapkan untuk memperoleh alokasi anggaran.

Baris kolom kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan dan nama kegiatan yang
akan dilaksanakan.

Kegiatan merupakan tindakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan program
yang direncanakan untuk memperoleh keluaran atau hasil tertentu yang
diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Baris kolom wakiu pelaksanaan diisi dengan tanggal bulan dan tahun kegiatan
yang akan dilaksanakan

Baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama lokasi atau tempat dari setiap
kegiatan yang akan dilaksanakan.

Baris kolom sumber dana diisi dengan jenis sumber dana jasa hotel yang telah
ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Indikator dan tolok ukur kinerja belanja langsung;:

Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, kelompok, jenis, objek,

4 daata

Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, obyek dan
rincian obyek belanja Langsung.

Kolom 3 {volume) diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah orang/
pegawai dan barang.

Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyck yang
direncananakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat,
ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.
Kolom 5 {(harga satuan) diisi dengan harga sa

tuan dapat berupa tarif, harga.
Kolom 6 (jumlah/velume) diisi dengan keterangan jumlah/volume seperti orang
'\ P
)

Jvelur
per hari {org/hr) orang per bulan {org/bln} orang pe
hari (bh/hr) unit per tahun (unit/th) dan sebagainya.

Kolom 7 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah volume dengan
harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian obyek dijumlahkan menjadi jumlah
rincian obyek belanja. Setiap jumlah rincian obyek pada masing-masing obyek
belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi obyek belanja berkenaan. Setiap obyek
belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian dijjumlahkan menjadi
umlah jenis belanja. Penjumlahan dari seluruh jenis belanja merupakan jumlah

MDA QY Dzzl

g SN

kelompok belanja Langsung yang dituangkan dalam formulir DPA - 5K
Rencana penarikan dana belanja langsung setiap triwulan selama tahun
anggaran yang direncanakan.



20.

21.
22,

23.
24.

Formulir DPA-SKPD 2.2.1 merupakan input data untuk menyusun formulir DPA-
SKPD formulir DPA-SKPD?2.2.

Formulir DPA-SKPD 2.2.1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

Apabila Formulir DPA-SKPD 2.2.1 lebih dari 1 (satu) halaman, maka setiap
halaman diberi nomor urut halaman.

Tanggal, bulan, dan tahun diisi berdasarkan pembuatan DPA - SKPD 2.2.1.

Formulir DPA-SKPD 2.2.1 ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan
mencantumkan nama lengkap dan NIP.

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII



LAMPIRAN IlII PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 38x TAIUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
DANA HASIL PENJUALAN JASA
EDUCATION HOTEL SMKN 3
PAMEKASAN

CONTOH FORMAT
BUKU KAS BENDAHARA DANA PENGELOLAAN
HASIL PENJUALAN JASA EDOTEL SMKN 3 PAMEKASAN
PENDAPATAN DAN BELANJA

Kepala Sekolah : ......c..cooiiiiiiiiiiiiiieeeeeen,

Bendahara PP PRSPPI
NO.| TANGGAL | NO. BUKT! URAIAN PENDAPATAN| BELANJA| SALDO
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah sampai dengan
Jumlah bulan ini
Jumlah sampai dengan
Mengetahui,
Kepala Sekolah Bendahara
NIP...ooiiiiiiiiireciene, NIP i,

Tata Cara Pengisian Format Buku Kas:
1. Kolom 1, diisi dengan nomor urut;

2. Kolom 2, diisi dengan tanggal pendapatan dan tanggal belanja atas pemanfatan
dana hasil penjualan jasa Edotel SMKN 3;

3. Kolom 3, diisi dengan Nomor Bukti Dokumen/Surat Pertanggungjawaban Yang
Sah (Bukti SPJ);

4. Kolom 4, diisi dengan uraian pendapatan dan belanja atas dana hasil penjualan
jasa Edotel SMKN 3;

5. Kolom 5, diisi dengan jumlah rupiah yang diterima di rekening kas bendahara
dana penjualan jasa Edotel SMKN 3;

6. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah yang dikeluarkan dari rekening kas
bendahara dana hasil penjualan jasa Edotel SMKN 3;

7. Kolom 7, diisi dengan jumlah saldo kas yang belum digunakan.

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 364 TAIUI 2014
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
DANA HASIL PENJUALAN JASA
EDUCATION HOTEL SMKN 3
PAMEKASAN

CONTOH FORMAT
LAPORAN REALISASI DANA HASIL PENJUALAN
JASA EDOTEL SMKN 3 PAMEKASAN

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana hasil penjualan jasa

Edotel SMKN 3 untuk bulan .................... sebagai berikut:
JUMLAH JUMLAH
ELISIH/K N
NO. URAIAN | ANGGARAN REALISASI | "o e D RANG
(Rp) (Rp)
Saldo Bulan lalu
Pendapatan
Jumlah
Belanja

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan
yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh
kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan
bertanggungjawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, tanggal ..................

Kepala SMKN 3

...................................................

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI PAMEKASAD
NOMOR : 380 22107 2014
TENTANG
NGELCLAAN DAN PEMANFAATA
DANA HASIL PENJUALAN JASA
EDUCATION HOTEL SMKN 3

PAMEKASAN

CONTCH FORMAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGCGUNG JAWAB

Nomor : ....coeiviviniiiiiiiinanes (1)
1. Nama Kbpcua Sckolah e teesesreseteasreerataatateesantatentanaserenes (2;'
2. Kode Organisasi e veeee (3)
3. Nomor/tanggal DPA-SKPD R PSR POUPEPOPTOPRUPRPRI [ 3
4. Kegiatan e (5)
Yang bertandatangan dibawah ini OSSPSR (6)

Mcnyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan
yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak
menerima, yang dananya bersumber dari Dana Hasil Pcrjua;an Jasa Edotel
SMKN 3 Damelfman dan digunakan langsung oleh SMKN 3 pada
bulan................... T (7) tahun anggaran ....................... (8) dengan rincian
sebagai berikut.

PENDAPATAN BELANJA
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
et RD i ] RD coveiiiiiiciniens
Jumlah Pendapatan | .......cccceeeuiene. Jumlah Belanja | ....cccocevenvnnnnen.
Bukti pen patan dan/atau belanja di atas disimpan sesuai dengan ketentuan
vang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat

Apabila di kemudian hari terdapat kerugian daerah, saya berscdia bertanggung

jawab sepenuhnya dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangarn.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

P N T {
grevsases
Paxucnaactn, ............ vees \9)

Kepala SMKN 3

-------------------------------------------



(1)
(2)
(3)
(4)
(S)
6)
(7)
(8)
(9)

TATA CARA PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Diisi dengan nomor Surat Pernyataan Tanggung Jawab di Dinas Pendidikan.
Diisi nama sekolah pada Dinas Pendidikan.

Diisi kode sekolah pada Dinas Pendidikan.

Diisi nomor dan tanggal DPA-SKPD Dinas Pendidikan.

Diisi kode kegiatan.

Diisi dengan nama Kepala Sekolah.

Diisi dengan Bulan Berkenaan.

Diisi dengan Tahun Anggaran Berkenaan.

Diisi tempat dan tanggal diterbitkannya Surat Pernyataan Tanggung Jawab.

(10) Diisi Nama dan NIP Kepala Sekolah.

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 3gp CAHQT 2814
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
DANA HASIL PENJUALAN JASA
EDUCATION HOTEL SMKN 3
PAMEKASAN

CONTOH FORMAT
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA
EDOTEL SMKN3 PAMEKASAN

DINAS PENDIDIKAN

SMKN 3
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA SMKN 3
Tanaaal - 0N Naoamnoe - Fatedl
Kepala SMKN 3 Pamekasan ..........c.coccevieiiiiiininnninnnn.. (0O4) memohon kepada:

PPK-SKPD

agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja dana hasil
penjualan jasa Edotel SMKN 3 Pamekasan sejumlah

1. Saldo Awal Rp i, (05)
2. Pendapatan Rp i, (06)
3. Belanja Rp i, (07)
4. Saldo Akhir Rp i, (08)
Untuk Bulan .......c.cccevieviiiniiiniincinine e, (09) Tahun Anggaran...... (10)
Dasar Pengesahan : Urusan Organisasi Nama SKPD
0 T (12)
Program, Kegiatan
XX, eennnn XX, cenennes (13)
PENDAPATAN BELANJA
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
................... (14) | Rpeeeeveeeee. (15)] i (17) Rp..ooiiiviieneeene. (18)
JumlahPendapatan | Rp............. (16)| Jumlah Belanja Rp.ivviiiiieiiennn, (19)
Pamekasan, tanggal ,..................
Kepala SMKN 3 (21
NIP..cooririiiieineireeanenn (22)

ACHMAD SYAFII



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR :
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
DANA HASIL PENJUALAN JASA
EDUCATION HOTEL SMKN 3
PAMEKASAN

#8) TAHUT 2014

CONTOH FORMAT
SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA
EDOTEL SMKN3 PAMEKASAN

SURAT PENGESAHAN
PENDAPATAN DAN BELANJA SMKN 3
Nama Kepala Dinas Pendidikan/
PPK SKPD s (05)
Tanggal e (06)
Nomor L e rreereerreeeareeaaas (07)
Tahun Anggaran @ .......ccccceeenvennnnnnn. (08)
Nomor e 01)
Tanggal (02)
Kode dan Nama SKPD
Dinas Pendidikan ... (03)
Nama Sekolah (04)
Telah disahkan pendapatan dan belanja sejumlah:
Saldo Awal Rp .o
Pendapatan Rp.coooeniiiiinine
Belanja | 24 TR
Saldo Akhir Rp. i,
Pamekasan, tanggal .........c...cccoeeennne.

PPK Dinas Pendidikan

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII




